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ABSTRAK

PERKAWINAN DENGAN SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM

Oleh:
MUHAMMAD ARIF MAULIDINO

Masyarakat adat Lampung Saibatin terdapat perkawinan dengan menggunakan
uang jujur atau upacara adat begawi dan juga terdapat perkawinan dengan
sebambangan tanpa diawali adanya peminangan secara formal. Perkawinan
sebambangan adalah proses pengambilan seorang muli tanpa diketahui oleh orang
tua muli. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta
hak-haknya memang penting. Namun dalam perkembangannya hak-hak
masyarakat adat ini harus dikaji apakah perkawinan sebambangan memiliki
makna yang positif dan sesuai dengan hukum Islam serta harus menyesuaikan
dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses perkawinan dengan
sebambangan dalam perspektif hukum keluarga islam dan akibat hukum dari
proses sebambangan ditinjau dari hukum keluarga islam. Penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif-empiris. Dengan tipe penelitian deskriptif karena akan
menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang Perkawinan dengan
sembambangan dalam prespektif hukum keluarga islam. Pendekatan masalah
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Non Judicial Case Study
yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan dengan pengadilan.

Proses sebambangan tidak sama dengan “bawa lari” pada masyarakat lampung
atau kawin lari yang dikenal pada masyarakat umumnya, sebambangan pada
masyarakat adat Lampung Saibatin di Kelurahan Negeri Olok Gading tidak bisa
asal-asalan dilakukan namun memiliki aturan dan tata cara sehingga dapat sah
dikatakan sebambangan. Pertama, mekhanai membawa muli pergi meninggalkan
rumah dengan mekhanai meninggalkan sejumlah uang tengepik serta surat bahwa
muli telah pergi nyakak. Dalam penyelesaian proses Sebambangan terdiri dari
Ngantak Salah, Kumpulan Sangabah Sangapekon, Majeu Manjau, Betangguh
dihulun tuha, Sujud, Ngeni Adok, dan Akad sesuai rukun pernikahan dalam Islam.
Akibat Hukum dari Sebambangan yaitu perubahan kedudukan “anak”, muli bukan
lagi anak dari orangtuanya melainkan sudah menjadi anak dari orangtua mekhanai
(anak mantu) dan kedudukan muli dalam hukum adat orangtuanya menjadi “anak
pirul”’, sedangan mekhanai statusnya tetap anak dari orangtua kandungnya.



Muhammad Arif Maulidino

Kemudian, terjadi perubahan status dalam hukum adat sebanyak dua kali yaitu
setelah sebambangan, mekhanai dan muli berubah status menjadi kebayan ragah
dan kebayan sebai. Setelah perkawinan, status mekhanai berubah menjadi
penggawa, dan muli menjadi bakbai atau maju.

Saran dalam penelitian ini adalah Hendaknya Tokoh Adat di Kelurahan Negeri
Olok Gading untuk senantiasa berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang
telah diatur agar proses sebambangan tidak menyalahi aturan, terutama mengenai
umur yang melakukan sebambangan harus sesuai dalam Pasal 7 Undang-undang
Perkawinan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang buruk. Masyarakat dapat
membedakan “sebambangan” yang bersifat positif dan “bawa lari” yang bersifat
negatif karena tidak memiliki tahapan-tahapan yang benar yang bertentangan
dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, sedangkan pada
sebambangan telah terdapat tata cara proses hingga penyelesaiannya yang
menjunjung norma, baik norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum dan
bahkan norma agama dipatuhi secara bersamaan agar tidak menimbulkan
mispersepsi atau miskonsepsi pada publik.

Kata Kunci: Perkawinan, Sebambangan, Hukum Keluarga Islam.



ABSTRACT
MARRIAGE ABOUT IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW
By:
MUHAMMAD ARIF MAULIDINO

The indigenous people of Lampung Saibatin have marriages using honest money
or begawi traditional ceremonies and there are also marriages with sebambangan
without starting a formal proposal. Sebambangan marriage is the process of taking
muli without being known by the noble's parents. Recognition and protection of
indigenous peoples and their rights is indeed important. However, in its
development the rights of indigenous peoples must be studied whether
sebambangan marriages have a positive meaning and are in accordance with
Islamic law and must conform to the principles of the Unitary State of the
Republic of Indonesia.

This research discusses the process of marriage with sebambangan from the
perspective of Islamic family law and the legal consequences of the sebambangan
process in terms of Islamic family law. This research is normative-empirical legal
research. With this type of descriptive research because it will explain
systematically, factually, and accurately about marriage with sebambangan in the
perspective of Islamic family law. The problem approach used in thisstudy is the
"Non Judicial Case Study" approach, namely a legal case study approach without
interference with the court.

The sebambangan process is not the same as "bawa lari" which is known by
Lampung people or “eloping” which is known in the general public, sebambangan
in the Lampung Saibatin indigenous people in the Negeri Olok Gading Village
cannot be done carelessly but has rules and procedures so that it can be legally
said to be sebambangan. First, the mekhanai takes the muli to leave the house
with the mekhanai leaving some money or tengepik which is called pangluakhan
(expenses) and leaves a letter that the muli has gonenyakak (the muli's activities
are rushed by the mekhanai). In the completion of the Sebambangan process, it
consisted of Ngantak Salah, Sangabah Sangapekon Group, Majeu Manjau,
Betaguh dihulun tuha, Sujud, and Ngeni Adok. The consequence of Sebambangan
is the change in the position of "child", muli is no longer the child of his parents
but has become the child of the mekhanai parents (son-in-law) and the position of
muli in the customary law of his parents becomes "son of pirul”, while the status
of mekhanai is still the child of his biological parents. Then, there was a change of
status in customary law twice, namely after sebambangan, mekhanai and muli
changed their status to kebayan ragah and kebayan sebai. After the marriage, the
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mekhanai's status changed to penggawa, and muli became bakbai. Suggestions in
this study are that traditional leaders in Olok Gading Kelurahan Negeri Olok Gading
should always adhere to the provisions that have been regulated so that the sebambangan
process does not violate the rules, especially regarding the age of the person who
performs the sebambangan must be in accordance with Article 7 of the Marriage Law so
as not to cause consequences bad law. Communities can distinguish between
"sebambangan™ which is positive and "bawa lari" which is negative because it does not
have the correct stages that are contrary to customary law, Islamic law, and national law,
whereas in sebambangan there are procedures for the process up to its completion which
uphold norms, both norms of decency, norms of decency, legal norms and even religious
norms be complied with simultaneously so as not to cause misperceptions or
misconceptions in the public

Keywords: Marriage, Sebambangan, Islamic Family Law
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Islam adalah Sunnah Muakad yang mana hal ini adalah suatu
perbuatan sunnah yang sangat mendekati dengan wajib. Akan tetapi hukum
perkawinan ini dapat berubah sesuai dengan keadaan setiap orang Yyang
mengalaminya. Oleh sebab itu, disinilah ada beberapa hukum melaksanakan
perkawinan dalam Islam yaitu wajib, sunah, makruh, mubah, dan haram. Hukum
nya wajib apabila ketika seseorang tersebut telah mampu secara mental, fisik, dan
finansial untuk membangun rumah tangga serta untuk menghindari perilaku zina.
Maka sudah seharusnya bagi mereka yang telah memenuhi kriteria tersebut untuk

dapat segera melaksanakan perkawinan.?

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri.? Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh 2
(dua) orang dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu cara

yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT) sebagai jalan bagi

! Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996,
him.113

2 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, him. 9

% Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika,
2001, him.6



manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah
masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam

mewujudkan tujuan perkawinan.*

Realitanya, untuk dapat melaksanakan perkawinan sering kali terdapat hambatan
dan masalah. Masalah-masalah tersebut kadang kala berasal dari keluarga dan juga
masyarakat. Terkadang mempelai pria tidak memperoleh restu dari orangtua dan
keluarga pihak mempelai wanita, karena rasa cinta kedua mempelai yang ingin
membina rumah tangga begitu besar sehingga mereka melaksanakan kawin lari

dengan tujuan untuk mendapatkan restu dari orangtua dan keluarga.

Masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang
teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan
mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat,
dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam
masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam.> Negara Indonesia yang
luas dengan keberagaman suku bangsanya menyebabkan adanya berbagai macam
sistem hukum yang dapat diterapkan di Negara Indonesia. Tiga macam sistem
hukum yang berlaku di Indonesia yaitu, Hukum Nasional, Hukum Islam dan
Hukum Adat.® Indonesia merupakan negara yang masih erat akan budaya dan adat

istiadat nya, masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan

4 M. Thalib, Liku-liku Perkawinan, Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986, him.1-2.

5 Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat
Hukum Adat atas Tanah, Yogyakarta: Laksbang Medika, 2010, him.31

® Wahyu Sasongko, Sejarah Tata Hukum Indonesia, Bandar Lampung: Pusat Kajian
Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, him. 117



Republik Indonesia terbentuk, untuk itu negara ini masih menjunjung tinggi budaya

dan mengakui masyarakat hukum adat.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281
ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Islam telah menetapkan tata cara dan aturan pernikahan beserta hal-hal yang
terkaitan didalamnya yang pada umumnya perkawinan diawali dengan
peminangan. Islam juga telah meletakkan dasar-dasar norma dalam kehidupan.
Perkawinan akan semakin penting eksistensinya, ketika dilihat dari aspek hukum,
termasuk di dalamnya adalah hukum keluarga Islam, perkawinan dipandang
sebagai perbuatan (peristiwa) hukum (rechts feit) yaitu: Perbuatan dan tingkah laku
subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan
yang mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh
kekuatan hukum. Sudah seharusnya sebagai umat Islam dan Warga Negara
Indonesia (WNI) mentaati hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di

Indonesia.’

7 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004, him.80-81



Perkembangan kependudukan menyebabkan banyaknya masyarakat pendatang di
Kota Bandar Lampung, namun mayoritas penduduk di Kelurahan Negeri Olok
Gading adalah masyarakat asli Lampung yang masih kental akan budayanya.
Keistimewaan budaya Negeri Olok Gading diakui oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung, dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung No. 10 Tahun 2011 bahwa Kelurahan Negeri Olok Gading sebagai salah

satu kawasan cagar budaya.®

Bahwasanya penelitian akan dilakukan di Kelurahan Negeri Olok Gading karena
budaya adat Lampung Saibatin masih melekat di Kelurahan Negeri Olok Gading,
termasuk masih adanya masyarakat yang melaksanakan sebambangan. Masyarakat
adat Lampung terbagi menjadi dua macam yaitu masyarakat adat pepadun dan adat
pesisir (saibatin). Masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading adalah masyarakat
adat pesisir (saibatin). Ada perkawinan dengan menggunakan uang jujur atau
menggunakan upacara adat yang disebut adat begawi. Ada juga Perkawinan dengan
menggunakan sebambangan tanpa diawali adanya peminangan secara formal.®
Masyarakat adat Lampung saibatin memiliki suatu adat atau kebiasaan yang telah
ada sejak dahulu yang memperbolehkan mekhanai melarikan muli dengan istilah
sebambangan. Gadis dan bujang yang memiliki kedekatan dengan maksud ingin
melangsungkan perkawinan, namun karena tidak mendapatkan restu dari keluarga

sehingga memilih untuk melaksanakan sebambangan.©

8 Hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra selaku Gusti Pengeran
Igamaratu pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB

® Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi, Bandung: Mandar
Maju, 2007, him.66

10 Hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra Gusti Pengeran
Igamaratu, Kepala Adat Kelurahan Negeri Olok Gading, Rabu 24 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB



Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya
memang penting. Namun dalam perkembangannya hak-hak masyarakat adat ini
harus dikaji apakah memiliki makna yang positif dan harus menyesuaikan dengan
prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan
Negara Hukum. Bagi yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui bagaimana
kepastian hukum terhadap perkawinan sebambangan. Berdasarkan hal diatas,
penulis tertarik untuk meneliti “Perkawinan Dengan Sebambangan Dalam

Perspektif Hukum Keluarga Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkawinan dengan sebambangan dalam
perspektif hukum keluarga islam ?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari proses sebambangan ditinjau dari hukum

keluarga islam?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup objek kajian pada penelitian ini adalah mengenai proses
sebambangan serta penyelesaian dan akibat hukum dari proses perkawinan
dengan sebambangan ditinjau dari hukum keluarga islam.

2. Ruang Lingkup Bidang lImu
Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan

khususnya hukum keluarga islam dan hukum adat.



D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Memahami dan mengetahui proses perkawinan dengan sebambangan.

b. Memahami dan mengetahui penyelesaian dan akibat hukum dari proses

perkawinan dengan sebambangan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai salah satu upaya untuk
memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman baru bagi masyarakat
mengenai proses perkawinan dengan sebambangan serta penyelesaian dan
akibat hukum dari proses perkawinan dengan sebambangan ditinjau dari hukum
keluarga islam.

2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan informasi atau referensi
bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
dan masyarakat luas tentang proses perkawinan dengan sebambangan dan

akibat hukum ditinjau dari hukum keluarga islam.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang
Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata), tidak memberikan pengertian perkawinan itu tetapi menyatakan

bahwa perkawinan adalah suatu 'perikatan’ (verbindtenis).

KUH Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan
perdata. Dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan
dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.*

11 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal
Center Publishing, 2007, him. 8.



2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci
(sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi
perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa untuk berkehidupan keluarga dan
berumah tangga serta berkerabat tetangga dengan baik sesuai dengan ajaran agama.
Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani
yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai

beserta keluarga kerabatnya.

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti nikah, mempelai
perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah
menurut arti asli dapat juga berarti agad dengannya menjadi halal hubungan
kelamin antara pria dan wanita. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal
2 adalah akad yang sangat kuat atau miistsaagan gholidhan untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan prinsip awal dari
hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Hukum mubah ini dapat berubah
tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu

hukum nikah dapat wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram.!2

3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan berarti sebagai

perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan

12 Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam, Bandar Lampung: AURA CV, 2019, him.95



perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya perikatan perkawinan
bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan
keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak,
tetapi menyangkut juga hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan,

kekerabatan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.®

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang
bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya
perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan perkawinan di berbagai daerah di
Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama,

dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Kemajuan zaman juga berpengaruh, selain adat perkawinan itu sudah terjadi
pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku,
adat istiadat dan agama yang berlainan. Jadi walaupun sudah berlaku UU
Perkawinan yang bersifat nasional, yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun
di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum
perkawinan adat, apalagi Undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang

pokok-pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.'*

13 Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, him.
2.

14 Hilman Hadikusuma, Pengantar IImu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju,
, 2014, hlm. 176



1)

2)

3)

4)

5)

b.
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Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Islam

Prinsip-Prinsip dan Hukum Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum
Islam

Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam:

Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan
perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebuh dahulu untuk
mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan
atau tidak.

Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan
larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan
tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan
dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah
tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana

tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Hukum Melaksanakan Perkawinan

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum (surah 30) ayat 21:

T esfias oat L\G ogmh ooz TEE s Lo 2% s ofres cv oy of (sde afqz (%] o0& 13 2w o cwfi 27 el % -
O3ORED o 58 Y Al o8 AR 55 8055 2KE0 Jan s Ll ) 50AT 80500 a8l fa &1 GI8 G A (e

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepada-Nya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Ar-Rum 30: 21)%

15 Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung: Mikraj

Khazanah Ilmu, 2014, Ar-Rum 30: 21, him. 406
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Adapun hukum perkawinan terbagi atas:

1)

2)

3)

Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus
kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila
seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari
sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi
semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang
diharamkan.

Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat
yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah. Jika orang
tersebut menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang
banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi jika
seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta
biaya hidup telah ada maka sunah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau
dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum
menikah maka dia tidak berdosa.

Hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi
seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia
lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi
wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari
sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak
tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan
membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah

baginya untuk menikah. Jika dia menikah maka dia tidak berdosa,dan tidak pula
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mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak menikah dengan pertimbangan
yang telah dikemukakan tadi maka dia akan mendapat pahala

4) Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada didaerah
orang kafir yang sedang memeranginya. Karena hal itu bisa membahayakan istri
dan keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan
dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang
istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang
laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau
meperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan

wanita tersebut.'®

Allah SWT berfirman: ) . ‘ . -
2 5018 AR & Ta Ve ST (3000 G35 Al G 20 24080 8 RIS 53050 W 031 it

|50 a3 0331 ) ol e 8 150 %65 28 ) 0 O 3 35 157158 gl e O

a5 e Geal R 50 b sl B G2h &G Gy Ml 5 el e

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya,
sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika
hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah
kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada
mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya
perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan

kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.

16 Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, llmu Hukum Islam, Bandar Lampung: Gunung
Pesagi, 2017, him. 48-50.
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Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha

Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. An-Nur: 33).

2.

Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka harus dipenuhi rukun dan

syarat perkawinan.

Rukun Perkawinan:t’

a.
1)

2)

3)
4)
5)

6)

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Calon suami

Beragama Islam

Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum
negara jelas berjenis kelamin laki-laki.

Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas.
Tidak mempunyai istri empat orang

Tidak ada paksaan

Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan

semenda dengan calon istri.

Calon istri

Beragama Islam

Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan.
Orangnya tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnya adalah orang
tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri ataupun orang
tuanya.

Sehat jasmani dan rohani

Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah

Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan

Tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.

7 1bid, him.51
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c. Wali nikah dari calon istri

1) Beragama Islam

2) Laki-laki asli

3) Dewasa

4) Berakal sehat

5) Tidak dalam keadaan terpaksa
d. Dua orang saksi laki-laki

1) Beragama Islam

2) Laki-laki asli

3) Dewasa

4) Tidak pelupa atau pikun

5) Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu

e. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam

akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya

serta perlambang kesediaan calon istri menjadi istrinya. Adapun syarat-syarat

mahar yaitu:

1) Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami

2) Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akaan
dijadikan mahar adalah halal

Unsur-unsur yang ada dalam mahar:

1) Mabhar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya

2) Harus berupa sesuatu yang halal

3) Harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya

4) Bahwa mahar itu hukumnya sunnah disebutkan dalam akad perkawinan

Macam-macam mahar:

1) Mahar mussamma adalah mahar yang disebutkan ketika akad perkawinan
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2) Mahar mitsil adalah mahar yang serupa dengan mahar yang pernah diterima
oleh wanita dari saudara calon istri dan sesuai dengan pandangan serta
kebiasaan masyarakat setempat. Jadi dengan kata lain mahar mitsil adalah

mahar yang tidak disebutkan calon istri.

f. ljab dan Kabul

Syarat ljab:

1) Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas

2) Diucapkan oleh walinya atau wakilnya

3) ljab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya
maupun saksi-saksinya

Syarat Kabul yaitu:

1) Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambildarikata-kata
nikahnya

2) Diucapkan oleh calon suami

3) Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya.

Dengan uraian tersebut jelas kiranya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan
dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut hukum Islam.
Artinya sebuah perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila semua rukun dan
syarat dipenuhi. Menurut Undang-Undang Perkawinan untuk dapat melangsungkan
perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat
perkawinan dibedakan dalam:*8
a. Syarat-syarat materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak
melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan
kewenangan untuk memberi izin. Syarat-syarat materiil diatur dalam pasal 6 s/d

11 UU Perkawinan.

18 Komariah, Hukum Perdata Edisi Revisi, Malang: UMM Press, 2013, him.37-41



1)

2)

9)

h)
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Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku
dengan tidak membeda-bedakan dengan siapaun dia akan melangsungkan
perkawinan, yang meliputi: batas umur minimum pria dan wanita 19 tahun
(pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan); perkawinan harus didasarkan atas perjanjian
atau persetujuan antara kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan);
Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (pasal 6

ayat 2 UU Perkawinan).

Syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan
antara seseorang dengan seseorang yang tertentu, yaitu:

Larangan kawin antar orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni
hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam
pasal 8 UU Perkawinan:

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping.

Berhubungan semenda.

Berhubungan susuan.

Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri
dalam Hal seorang suami beristri lebih dari istri.

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat
kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan untuk
poligami karena ditentukan dalam Pasal 9 UU Perkawinan. Larangan kawin
bagi suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya untuk
kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam pasal 10 UU Perkawinan.
Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis

jangka tunggu dalam pasal 11 UU Perkawinan.
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b. Syarat-syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas yang
berkaitan dengan upacara nikah.

1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon memepelai baik
secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan
akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum perkawinan dilangsungkan Pasal 3 dan 4 PP (Peraturan
Pemerintah) No. 9 tahun 1975.

2) Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat
yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Perkawinan tidak boleh
dilangsungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah diumumkan Pasal 10 PP

(Peraturan Pemerintah) No. 9 tahun 1975.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk-
bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan serta putusnya
perkawinan di Indonesia.'® Untuk dapat melangsungkan ikatan perkawinan guna
membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia, harus dilakukan dengan sistem
pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain.
Bagaimana pelamaran itu harus dilaksanakan tidak diatur dalam Undang-undang

Perkawinan Nasional ataupun di dalam hukum agama.?

19 Hilman Hadikusuma, Pengantar llmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju,
2014, him.176.
20 |bid, him. 184
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Hal mana berarti jika pria dan wanita sudah sepakat untuk melangsungkan
perkawinan dapat saja langsung memberitahukan kepada Pegawai Pencatat
Perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab 11 Pasal 2-9 PP No. 9 Tahun 1975, tanpa
melibatkan orang tua atau keluarga. Tetapi menurut adat cara demikian itu dalam
pandangan masyarakat tercela, oleh karena perkawinan bukan saja perbuatan suci
sebagai diketahui ajaran agama, melainkan juga menyangkut nilal-nilai kehidupan
keluarga dan masyarakat. Sebagaimana Ter Haar mengatakan, bahwa perkawinan
itu bertautan dengan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan

martabat dan urusan pribadi.?

Menurut hukum adat jenjang perkawinan dapat dicapai dengan dua jalur, yaitu jalur
“pekerjaan anak-anak” (Lampung: rasan sanak, Pasemah: rasan budak, Rejang:
asen titik ) dan/atau jalur “pekerjaan orang tua” (Lampung: rasan tuha, cakak
situha, cakak pun, Batak: adat nagok, tarpasu-pasu, Rejang: asen tura) atau dari
keinginan anak-anak dilanjutkan oleh orang tua (Pasemah: rasan mude di tuekhi).
Di antara kedua jalur itu ada lingkungan masyarakat adat yang mempunyai tata
tertib pergaulan muda-mudi (bujang gadis, Lampung: muli mekhanai, Batak:
naposo bulung) dan ada yang tidak, sehingga cara pergaulan mereka tidak tertentu
waktu dan tempatnya atau menunggu saja bagaimana kehendak orang tua.??
Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem
sebagai berikut:

1. Perkawinan Jujur, pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita

dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.

2L 1hid
22 1bid, him. 185
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Perkawinan Semanda, pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak
pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman
istri. Perkawinan semanda merupakan cara perkawinan yang diadopsi dari adat
Minangkabau, dimana segala sesuatu dihitung dari garis keturunan ibu atau
wanita Perkawinan semanda dilakukan hanya apabila sebuah keluarga tidak
memiliki anak laki-laki.

Perkawinan Bebas, pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah
perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempt kedudukan dan

kediaman mereka, menurut kesepakatan mereka.?

Upacara adat perkawinan Lampung Saibatin ada dua pesta adat, yaitu nayuh balak

dan bedu’a di lamban:*

1.

2.

Nayuh balak adalah acara perkawinan besar-besaran yang dilaksanakan tujuh
hari tujuh malam dengan menyembelih tujuh ekor kerbau. Pelaksanaan nayuh
balak diputuskan pada rapat adat atau prowatin atas permintaan dan usul dari
kesepakatan keluarga laki-laki. Rapat ini diadakan sebulan sebelum hari
perkawinan.

Bedu’a di lamban adalah acara perkawinan adat yang sederhana. Acara
dilakukan di dalam rumah sehingga tidak memerlukan tarup. Tradisi adat yang

dilaksanakan pun sedikit.

2 Hilman Hasikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat

Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2007, him. 9

24 Rudi Salam, dkk, “Adat Buantak dalam Perkawinan Bedu’a di Lamban pada Masyarakat

Lampung Saibatin di Pekon Kebuayan ”, Jurnal FKIP Unila, 2018, him.4
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Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang
terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis atau
Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan
pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya
perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem
pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk
perkawinan jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan

perundingan kedua pihak.?®

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara “perkawinan lari bersama” dan
“perkawinan lari paksaan”. Perkawinan bersama (Belanda: vlucht-huwelijik,
wegloop-huwelijk, Batak: mangaluwa, Sumatera Selatan: belarian, Bengkulu:
selarian, Lampung: sebambangan, metudau, nakat, cakak lakei, Bali: ngerorod,
merangkat, Bugis: silariang, Ambon: lari bini) adalah perbuatan belarian untuk
melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita). Cara melakukan
belarian tersebut ialah bujang gadis sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu
yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si gadis secara diam-diam
diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri
ke tempat kediaman pihak bujang. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib

adat berlarian.

Perkawinan lari paksaan (Belanda: schaak-huwelijk, Lampung: dibembangkan,

dikekep, ditenggang, Bali: melegandang) adalah perbuatan melarikan gadis dengan

25 Hilman Hadikusuma, Pengantar limu Hukum Adat Indonesia , Op.Cit, him.182
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akal tipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan
tidak menurut tata tertib adat berlarian. Sistem perkawinan lari paksaan ini jika
terjadi seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu
kepada pihak kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUH Pidana sebagai

dasar pengaduan.?

Perkawinan lari bersama biasanya dilakukan dengan mengikuti tata tertib adat
berlarian setempat. Di kalangan masyarakat Lampung, setidak-tidaknya gadis yang
pergi berlarian harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah
uang (tengepik), pergi menuju ke tempat kediaman (punyimbang, kepala adat)
bujang, kemudian pihak bujang mengadakan pertemuan kerabat dan mengirim
utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan memohon penyelesaian yang
baik dari pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan kedua pihak. Di daerah
Lampung beradat Pesisir/Saibatin, setelah gadis diketahui pergi berlarian, maka
pihak kerabat mengusut jejak (nyusul tapak, nyusul luyut) ke mana gadis itu pergi,
kedatangan pencari jejak dari pihak gadis itu harus diberi kesempatan untuk

bertanya kepada anak gadis mereka, apakah atas kemauan sendiri atau dipaksa.

Calon suami-istri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau
pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama
melarikan diri. Rupa-rupanya cara yang demikian ini merupakan cara yang umum
dalam melakukan perkawinan di dalam wilayah-wilayah masyarakat yang

menganut sistem patrilinial, dan juga terdapat dalam wilayah-wilayah masyarakat

% 1bid, him. 183
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yang menganut sistem kekeluargaan, malahan dapat diketemukan pula pada

masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilinial.?”

Perkawinan dengan cara lari bersama ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari
berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau
peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari
pihak orang tua dan sanak saudara, yang terutama datangnya dari pihak orang tua
dan sanak saudara pihak perempuan. Alasan yang dikemukakan terakhir inilah
kiranya yang merupakan alasan prima mengapa dilakukannya perkawinan dengan

cara lari bersama.

Proses lari bersama di Lampung, biasanya kedua belah pihak (calon suami-istri)
telah menyusun suatu rencana yang cukup matang dan hati-hati, terutama mengenai
uang tengepik dan surat tengepik, serta waktu atau saat untuk melakukan lari
bersama. Mengenai besarnya uang tersebut tergantung pada status dari orangtua
laki-laki dari pihak perempuan itu. Status orang tua itu penyimbang marga maka
haruslah mengandung angka 24, artinya bahwa uang tengepik itu bolehlah
berwujud Rp. 240 (dua ratus empat puluh rupiah), Rp. 2.400 (dua ribu empat ratus
rupiah ), Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) atau Rp. 240.000 ( dua ratus
empat puluh ribu rupiah) atau juga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu
rupiah) rupiah. Tetapi apabila status orang tua laki-laki pihak perempuan itu adalah
penyimbang tiyuh maka uang tengepik itu haruslah dalam jumlah yang

mengandung angka 12 misalnya, Rp. 1.200 (seribu dua ratus rupiah), Rp. 12.000

27 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008,
him.227
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(dua belas ribu rupiah) atau Rp. 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan

seterusnya.?®

Umumnya surat tengepik dibuat oleh pihak perempuan, tetapi dapat juga dibuat
oleh si pemuda, yang dicontoh oleh si gadis (pihak perempuan) atau dibuat secara
bersama-sama, yang penting surat tengepik itu harus nyata merupakan tulisan dari
si gadis (pihak perempuan). Pada masyarakat Lampung jika tidak adanya surat
tengepik, si gadis dilarikan dengan tanpa surat tengepik, ini berarti bahwa tidak ada
persetujuan dari pihak gadis. Dengan demikian, di sini telah terjadi perkawinan
bawa lari yang membawa lari perempuan dengan paksan yang berbeda dengan
sebambangan. Hal ini sudah tentu membawa konsekuensi yang sifatnya negatif baik
bagi  gadis maupun keluarganya, demikian juga terhadap si pemuda dengan

keluarganya.?®

Surat tengepik ini haruslah berisi keterangan tentang uang tengepik, tempat atau
kampung sebagai tujuan, keterangan mengenai diri si pemuda (siapa, anak siapa),
pernyataan mohon maaf kepada orang tua, keluarga atau kerabat atas perbuatan
tersebut, juga memuat suatu permohonan agar memperoleh penyelesaian dengan

baik, serta pernyataan bahwa lari bersama itu adalah atas kehendak sendiri.

Saat hendak mengambil si perempuan untuk lari bersama, pihak laki-laki itu
ditemani oleh keluarga yang berstatus paman, atau saudara-saudaranya, dan si gadis
tersebut harus ditempatkan di rumah keluarga pihak laki-laki yang berstatus sebagai

kepala kelompok keluarga yang disebut penyimbang.

28 1bid, him.228
29 1bid, him.231
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Penyelesaian dari cara lari bersama ini dimulai dengan cara pihak laki-laki datang
untuk menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan salah dan memohon maaf
(ngantak salah), kepada keluarga pihak si perempuan, dan tempat untuk ngantak
salah ini sudah tentu tidak pada keluarga yang gadisnya dilarikan. Biasanya
ngantak salah ini dilakukan pada keluarga pihak perempuan yang mempunyai

kedudukan sebagai penyimbang.%

D. KERANGKA PIKIR

[ Bujang (Mekhanai) ] [ Gadis (Muli) ]

Proses Sebambangan
Adat Lampung Saibatin

Tinjauan Hukum
Keluarga Islam

peﬁ(rgfﬁf,an Akibat Hukum
dari Proses
e Sebambangan
Sebambangan

% 1bid, him.229
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Keterangan:

Perkawinan adat merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki
dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Misalnya
seperti proses sebambangan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di
Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betunng Barat, Bandar
Lampung. Bagi masyarakat adat Lampung Saibatin sebambangan merupakan suatu
kebudayaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun ada. Pasangan yang
melakukan sebambangan dikarenakan tidak adanya restu dari orang tua sehingga
adanya sebambangan sebagai pintu darurat atau jalan terakhir bagi pasangan yang
ingin melangsungkan perkawinan. Proses sebambangan dilakukan dengan cara si
muli dilarikan kerumah tetua dalam keluarga mekhanai tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun dan harus diselesaikan sesuai dengan tata-tertib hukum adat yang
berlaku sehingga proses perkawinan dapat dilakukan. Yang menjadi masalah
adalah bagaimana persepektif hukum keluarga islam memandang perkawinan

sembambangan ini.



I11. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris.
Metode penelitian hukum normatif empiris adalah penggabungan antara
pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur
empiriskarena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum
normatif (kodifikasi, undang-undang) yang berkaitan secara faktual pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.>! Dengan demikian
penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan dan literatur yang
terkait dengan serta melakukan wawancara dengan narasumber terkait guna

memperoleh informasi yang berguna untuk bahan penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study)
yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai
objek yang diteliti.*? Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang
bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum

yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum

31 Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007, him.9.

82 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris &
Normatif, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, him. 155.
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tertentu yang terjadi dalam masyarakat.>® Penelitian ini menggambarkan tentang
perkawinan dengan sebambangan dalam perspektif hukum islam di Kelurahan
Negeri Olok Gading guna memperoleh suatu kebenaran yang akan digali oleh

penulis.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis
sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam
masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda
yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan
perilaku dalam masyarakat.>* Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat
Lampung Saibatin yang berada di Kelurahan Negeri Olok Gading tentang perpektif

hukum Islam memandang perkawinan sebambangan.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan
permasalahan dari penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan sekunder. Kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder
dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang digunakan berasal dari lokasi penelitian, responden yang terkait adalah

tokoh adat, sekretaris kelurahan, dan pasangan yang melakukan sebambangan.

33 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004, him. 50.
34 Ibid., him. 102
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2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan
cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka

seperti literatur-literatur tentang hukum perkawinan adat, dan sebambangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka
Studi Pustaka yaitu dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip
peraturan-peraturan, buku-buku, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan
dengan prosesi kawin lari adat lampung saibatin.

2. Studi Lapangan dan Lokasi Penelitian
Studi lapangan adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari responden
penelitian di lapangan.>® Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait
dalam permasalahan dengan menggunakan metode tanya jawab secara
langsung. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Negeri Olok Gading Kota
Bandar Lampung.
Pihak-pihak yang akan diwawancara adalah sebagai berikut:
1) Sekretaris di Kelurahan Negeri Olok Gading
2) Tokoh Adat Lampung Saibatin di Kelurahan Negeri Olok Gading:

Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra S.Kom Gusti Pangeran Igamaratu

3% Johannes Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Penerbit Rinek
Cipta, 2003, him. 1.
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3) Tokoh Agama di Kelurahan Negeri Olok Gading: H. Rofian Zakarian Rajo
Inton dan H. Usman Khadinata
4) Pasangan di Kelurahan Negeri Olok Gading yang melakukan

sebambangan.

Tabel 3.1 Data pasangan yang melakukan perkawinan sebambangan

Pria Wanita

Pasangan 1 | Nefi Arifin Minak Bangsawan Muthaiyah

Pasangan 2 | Anton Tabrani Kemas Sangaji Darmayanti
Pasangan 3 | Mat Ramli Batin Paksi Risdiana
Pasangan 4 | Zulfikar Kemas Mulia Yanti

Sumber : Wawancara Bersama Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra Gusti Pangeran
Igamaratu selaku Kepala Adat Kelurahan desa Negeri Olok Gading

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:*

1. Pemeriksaan Data (editing)

Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari

hasil wawancara terhadap responden serta mengoreksi hasil pemeriksaan data

tersebut terutama pada kelengkapan jawaban yang dianggap sudah cukup lengkap,

benar dan relevan dengan pokok permasalahan.

2. Penandaan Data (coding)

Pada tahap ini dilakukan pemberian tanda dari studi kepustakaan, transkip

wawancara, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data tersebut dibaca dan

36 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., him.90-91.
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ditelaah kemudian digolongkan atau diklasifikasikan berdasarkan sumbernya
sehingga memudahkan dalam analisis data dan memberikan informasi yang objektif

dalam penelitian.

3. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)
Data yang telah diedit dan diberi tanda kemudian disusun secara sistematis

berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.

G. Analisis Data

Kegiatan analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap
permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini  berupa kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan
menginterpretasikan data yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun data yang
dimaksud berupa hasil penjelasan dari wawancara, peraturan hukum yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian, dan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat
memberikan penafsiran atau gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah yang

dibahas dalam penelitian ini. Sehingga pada tahap akhir dapat ditarik kesimpulan.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perkawinan dengan sebambangan dalam perspektif hukum
keluarga islam yaitu Pra-sebambangan dan Pelaksanaan sebambangan. Pra-
sebambangan adalah sebelum berlangsungnya proses pelaksanaan sebambangan,
menimbang adanya faktor-faktor untuk melakukan sebambangan yaitu rasa suka
sama suka namun tidak mendapatkan restu karena masih dalam jenjang pendidikan
perguruan tinggi, memiliki kakak yang belum menikah, telah dijodohkan, dan/atau
masih di bawah umur. Pelaksanaan sebambangan adalah mekhanai membawa pergi
muli dari kediamannya dengan meninggalkan surat dan uang tengepik, menuju ke
rumah kepala desa, kemudian kerabat mekhanai melakukan pemberitahuan kepada
keluarga muli. Proses ini merupakan ciri dari sebambangan yang memiliki makna
bahwa sebambangan merupakan suatu proses yang tetap mengedepankan norma
dan nilai, karena pada saat proses sebambangan pun masih tedapat nilai sopan
santun yaitu dengan meninggalkan surat dan uang tengepik berbeda dengan kawin
bawa lari yang tidak meninggalkan uang dan surat tengepik dan tidak memiliki
ketentuan dimana wanita yang dibawa lari akan tinggal. Ketentuan-ketentuan pada
sebambangan ini bertujuan untuk menghindari segala hal negatif yang dilarang baik

dalam hukum nasional, maupun hukum islam.
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2. Akibat hukum perkawinan dengan sebambangan adalah perubahan kedudukan
“anak”, muli bukan lagi anak dari orangtuanya melainkan sudah menjadi anak dari
orangtua mekhanai (anak mantu) dan kedudukan muli dalam hukum adat
orangtuanya menjadi anak pirul, sedangkan mekhanai statusnya tetap anak dari
orangtua kandungnya. Terjadi perubahan status dalam hukum adat sebanyak dua
kali yaitu setelah sebambangan, mekhanai dan muli berubah status menjadi
kebayan ragah dan kebayan sebai. Setelah perkawinan, status mekhanai berubah

menjadi penggawa, dan muli menjadi bakbai atau maju.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya Tokoh Adat di Kelurahan Negeri Olok Gading untuk senantiasa
berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur agar proses
sebambangan tidak menyalahi aturan, terutama mengenai umur yang
melakukan sebambangan harus sesuai dalam Pasal 7 Undang-undang
Perkawinan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang buruk.

2. Masyarakat dapat membedakan “sebambangan” yang bersifat positif dan
“kawin bawa lari ” yang bersifat negatif karena tidak memiliki tahapan-tahapan
yang benar yang bertentangan dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum
nasional, sedangkan pada sebambangan telah terdapat tata cara proses hingga
penyelesaiannya yang menjunjung norma, baik norma kesopanan, norma
kesusilaan, norma hukum dan bahkan norma agama dipatuhi secara bersamaan

agar tidak menimbulkan mispersepsi atau miskonsepsi pada publik.
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